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Crime is an integral part of human life in the world. All human activity whether political, social and economic, can be a crime movement. Referred to as a criminal offender. Understanding the value derived from nature, then he has a very relative sense, ie depending on the man who pass judgment. So what are called crimes by someone not necessarily recognized by others as a crime anyway. If for example all classes can receive something that is a crime but the severity of the act was still causing disagreements. So that the existence of evil does not need to be sad, but it should always be sought effort how to handle it. Trying to suppress the quality and quantity as low as possible, the maximum according to the circumstances and conditions.
BAB I PENDAHULUAN
A. Alasan Pemilihan Judul
Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan. Si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu
. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya. Berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin, maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
Masyarakat sudah terbiasa, atau dibiasakan, memandang pelaku sebagai satu-satunya faktor dalam gejala kejahatan. Maka tidaklah mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai 'obat manjur' untuk 'menyembuhkan' baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku yang diidap pelaku kejahatan.
Herbert L. Packer dalam bukunya 'The Umits of The Criminal Sanction' menyebutkan bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana merupakan penjamin apabila dipergunakan secara hemat, cermat, dan manusiawi.
Suatu putusan pemidanaan dijatuhkan, oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dapat dibandingkan dengan perumusan van Bemmelen sebagai berikut: Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.

Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain dikenai pelanggaran Pasal 338 KUHP dan dikenai hukuman 10 tahun. Setelah 10 tahun dia menjalani hukuman, dia kembali melakukan pembunuhan."

Terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, seperti contoh di atas, dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (residivis) dan dapat dijadikan dasar pemberat hukumannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal. Dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam kurun waktu 5 tahun setelah menjalani hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari hukuman yang dijatuhkan.
Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan di situ pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "Humanum enimest peccare, angilicum, se emendare, diabolicum per sever are" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.

Pandapat ini dikemukakan untuk menjelaskan betapa pentingnya kedudukan pengulangan tindak pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya pengulangan tindak pidana itu ke dalam bagian yang esensi dalam ajaran hukum pidana di berbagai negara.
Recidive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), kemudian melakukan tindak pidana lagi.
 Sama seperti dalam concursus relais, dalam recidive terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam recidive telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia, faktor ekonomi, sosial dan budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme,
 tanpa batasan jumlah pengulangan.
Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dalam serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.
 Adapun komponen dalam sistem tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Rumah Tahanan. Keempat komponen tersebut harus bekerja dan berproses secara terpadu dalam peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan dalam penegakan hukum dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum. 

Namun keberadaannya saat ini jauh dari harapan sebab apa yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana belum dapat dicapai. Hal ini diungkapkan oleh Rusli Muhammad yang menyatakan bahwa apa yang menjadi tujuan utama Sistem Peradilan Pidana sulit dicapai. Melindungi, mengamankan dan menentramkan masyarakat belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Demikian juga pelaku kriminal yang telah menjalani pidana, diharapkan kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatannya belum berhasil.

Rumah Tahananmerupakan subsistem peradilan pidana terakhir yang menjalankan sistem pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana. Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, maka prinsip substansial di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995   tentang Pemasyarakatan mengandung nilai bahwa pada dasarnya sistem pemasyarakatan diarahkan pada tatanan arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. 
Hal ini secara tersirat dapat dilihat pada teks Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 yang menyebutkan:
Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Peraturan substansial yang ada di dalam Undang-undang Pemasyarakatan ini dijadikan landasan berpijak bagi waga binaan pemasyarakatan dan pembina secara terintegrasi pada satu sistem pemasyarakatan di Indonesia, maka Undang-undang Pemasyarakatan adalah sebagai kerangka berpijak perilaku yang pantas dan standar untuk bertindak.
Rumah Tahanan sebagai ujung tombak pengayoman membuka jalan bagi perlakukan terhadap narapidana dengan cara sistem pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara dan juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Dalam perlakuan terhadap narapidana, adalah melakukan pembinaan agar narapidana menjadi manusia yang berguna di masa mendatang. Program-program pembinaan yang teratur dan disusun secara matang dan yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran serta kelayakan akan menjamin integritas sistem pemasyarakatan.
Teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU)Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan itu meliputi asimilasi atau reintergrasi sosial.
Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana. Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan menampakkan ciri utama adalah aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan kelompok keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.
Dalam integrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
a. Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.

b. Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidana, di mana masa dua pertiga itu sekurang-kurangnya sembilan bulan.
Seluruh program pembinaan bagi narapidana bertujuan agar bekas narapidana tidak mengulangi kembali perbuatan jahatnya dan tidak lagi menjadi warga binaan pemasyarakatan. Kondisi inilah yang menjadi tantangan besar bagi Rumah Tahanan untuk melakukan pembinaan dalam upaya mengendalikan terjadinya residivis, karena Rumah Tahanan selalu mendapat hambatan dan tantangan dalam mencapai tujuan pembinaan narapidana.
Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, maka peneliti ingin mengangkatnya sebagai topik tesis yang berjudul "Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Di Rumah Tahanan Kelas II A Samarinda.
BAB II KERANGKA TEORITIS
A.    Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Pengulangan Tindak Pidana.
Dalam lingkungan masyarakat perilaku orang yang tidak sesuai dengan norma atau tidak seharusnya dilakukan dikatakan sebagai prilaku yang menyimpang, dampak dari penyimpangan prilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai akibat yaitu positip dan negative. Akibat positip dari adanya hal tersebut selalu terjadi perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat mengasah kreatipitas manusia untuk mengatasinya, sedangkan dampak negatif dari penyimpangan prilaku menjurus kepada pelanggaran hukum kemudian menimbulkan ancaman ketenangan lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat, yang mana kerap menimbulkan respon tertentu bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya.
Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakatnya kemudian memunculkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan prilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seseorang yang jahat. Lebih jauh dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya. 

Stigmatisasi tersebut sebenarnya muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dengan adanya kekhwatiran tersebut kemudian secara tidak langsung berdampak kepada sikap dan perbuatannya dalam berinteraksi dengan masyarakat yang mana secara bertahap lingkungan akan menjauhi dan menutup diri dengan mantan narapidana, sedangkan permasalahan bagi narapidana adalah kebanyakan mereka dan rata-rata setelah keluar dari Rumah Tahanan baik itu yang bebas murni atau pun yang masih dalam bimbingan Balai pemasyarakatan (BAPAS) tidak mempunyai atau tidak dibekali dengan keahlian khusus, mengingat selama berada di dalam Rutan tidak ada bentuk pembinaan yang sekiranya dapat membantu mencari pekerjaan di luar Rutan.
Sedangkan dari hasil pembimbingan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan walaupun ada bimbingan kemandirian (keterampilan kerja)namun itu sifatnya hanya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan, dan untuk sampai menyalurkan ke tempat kerja dari pihak Rumah Tahanan sendiri belum bisa menyalurkannya, sehingga narapidana harus mencari pekerjaannya sendiri dan hal ini menjadi dilema bagi narapidana, di satu sisi keberadaan mantan narapidana ditengah-tengah masyarakat masih dianggap jahat.
Di sisi lain narapidana atau mantan narapidana walaupun dibekali dengan keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja ataupun pemberian modal sehingga narapidana ataupun mantan narapidana tidak dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya, padahal satu-satunya peluang bagi narapidana atau mantan narapidana adalah berwiraswasta atau membuka usaha sendiri yang kemudian dari dalam diri narapidana atau mantan narapidana muncul persepsi bahwa dirinya tidak lagi diterima di lingkungannya dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan serta satu-satunya jalan adalah dengan jalan mencari jalan pintas yaitu mengulangi perbuatannya melanggar hukum. 
B.   Pengertian Residivis dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia
KUHP tidak ada mengatur tentang pengertian dari pengulangan (recidive) secara umum. Namun ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur tentang akibat terjadinya sebuah tindakan pengulangan (recidive). Ada dua kelompok yang dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan (recidive), yaitu:
1. Menyebutkan  dengan  mengelompokkan  tindak-tindak  pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.
2. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386 sampai dengan Pasal 388,
KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang
dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489
ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3).

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam pemberian atau menjatuhkan pidana dimuat dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) Nasional 2000. Di samping itu juga adanya perkembangan pemikiran mengenai teori pemidanaan mengakibatkan para sarjana berpikir untuk merumuskan tujuan pemidanaan yang ideal. Di samping itu dengan adanya kritik-kritik mengenai dasar pemidanaan yang menyangkut hubungan antara teori pidana, pelaksanaan pidana dan tujuan yang hendak dicapai serta hasil yang diperoleh dari penerapan pidana.
Dalam konsep KUH Pidana Nasional Tahun 2000 mengenai tujuan pemidanaan secara tegas diatur dalam Pasal 50, yaitu:
1. Pemidanaan bertujuan untuk:
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayom masyarakat;
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaansehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
c. Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
d. Membebaskan rasa bersalah para terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
Pengulangan (recidive) juga diatur secara umum dalam Buku I (sebagai alasan pemberatan pidana yang umum). Jadi berbeda dengan KUHP saat ini, yang mengaturnya sebagai alasan pemberatan pidana yang khusus untuk delik-delik tertentu (diatur dalam Buku II dan III). Dikatakan ada "pengulangan" menurut Konsep (Pasal 23), apabila orang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu 5 (lima) tahun sejak :
1. Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;
2. Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
3. Kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kedaluwarsa.
Pemberatan pidananya diatur dalam Pasal 132 KUHP, yaitu maksimumnya diperberat sepertiga. Salah satu unsur yang menentukan terjadinya kejahatan residive adalah berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana. Batasan yang dipergunakan, asal surat dakwaan menguraikan suatu tempus delikti yang didasarkan pada perkiraan yang bersifat fleksibel, yang mengacu pada patokan:
1) sedapat mungkin uraian tempus delikti memuat penegasan waktu yang pasti yang berisi penjelasan jam, tanggal (hari), bulan dan tahun secara positip dan mutlak,
2) bila uraian yang seperti itu tidak dapat dipenuhi, terbuka kebolehan untuk menuturkan uraian tempus delikti yang bersifat perkiraan yang bercorak dugaan di sekitar bulan dan tahun tertentu tanpa dilengkapi penjelasan jam dan hari tertentu.
Dimungkinkan membuat uraian tempus delikti yang bersifat luas dalam bentuk alternatip dengan mempergunakan perkataan atau kira-kira maupun atau di sekitar tanggal, bulan dan tahun sekian. Asal tetap terpenuhi persyaratan, uraiannya tetap cermat, jelas dan lengkap.
Dasar pemberat pidana di atas adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri). Adapun rasio pemberatan pidana pada kejahatan recidive ini terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu:
a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana.
b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat   oleh negara karena tindak pidana yang pertama.
c. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan. "
Apabila orang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu 5 (lima) tahun sejak :
a. Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan;
b. Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
c. Kewajiban     menjalani     pidana     pokok     yang     dijatuhkan     belum kedaluwarsa.
Namun ketentuan tentang pemberatan pidana ini tidak berlaku untuk anak-anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat Pasal 45, 46 dan Pasal 47 yang mengatur penerapan hukum pidana terhadap anak-anak. Pasal-pasal tersebut antara lain mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut : Pertama, dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtua atau walinya, tanpa pidana.
C.    Mekanisme Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis
Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dimulai sejak yang bersangkutan ditahan rumah tahanan negara (rutan) sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani.
Secara umum tidak ada perbedaan mekanisme pembinaan narapidana biasa dengan naarapidana residivis. Pembinaan terhadap narapidana residivis lebih difokuskan kepada kegiatan yang bersifat mandiri, sehingga diharapakan kepada residivis yang sudah pernah melakukan tindak pidana tidak lagi berbuat kejahatan dan setelah keluar dari masa hukuman dapat diterima baik oleh masyarakat luar.
Narapidana yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, penempatannya di Rumah Tahanan. Rumah Tahanan memberikan pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani yang dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu:
Kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perancanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Waktunya dimulai pada saat narapidana berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Rutan dan pengawasannya maksimum (maximum security).
Pembina narapidana harus mengenal banyak metode pembinaan, sebelum melakukan pembinaan. Pembina narapidana tidak dapat menyamaratakan pembinaan narapidana secara sama untuk seluruh narapidana yang memiliki latar belakang kehidupan yang heterogen.
Situasi dalam membina narapidana harus diciptakan, agar narapidana dapat larut dan mencintai materi pembinaan dengan sempurna. Situasi kejiwaan narapidana, kekacauan pikiran terhadap segala sesuatu, misalnya terhadap keluarga di rumah, terhadap hubungan dengan sesama narapidana, dihilangkan dan dapat dengan serius menerima materi pembinaan dan dapat mengikuti pembinaan dengan tuntas. Beberapa hal dari metode pembinaan, dapat diikuti dalam uraian berikut.
1.     Metode Pembinaan Berdasarkan Situasi
Dalam kehidupan sehari-hari, apakah narapidana atau orang biasa, akan mempunyai kecenderungan untuk terpengaruh oleh situasi. Apakah situasi itu adalah situasi alam, sosial, kejiwaan, atau yang lain. Ada orang yang menjadi malas untuk pergi bekerja atau sekolah, karena situasi alam tidak menyenangkan, misalnya mendung, gerimis, hujan, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Namun ada banyak orang yang sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi tadi. Orang-orang yang tidak terpengaruh tadi tetap bekerja, belajar, kuliah, tanpa memperhatikan situasi alam.
Dengan menguasai situasi dalam pembinaan, dapat kita berikan dun pendekatan dalam pembinaan, menurut kebutuhan pembinaan bagi narapidana, yaitu:
a.
Pendekatan dari atas (top down approach)
Dalam pembinaan ini, materi pembinaan berasal dari pembina, atau paket pembinaan bagi narapidana telah disediakan dari atas. Narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalaninya, tetapi langsung saja menerima pembinaan dari para pembina.
b.
Pendekatan dari bawah (Bottom up approach)
Pendekatan pembinaan narapidana dari bawah merupakan suatu cara pembinaan narapidana dengan memperhatikan kebutuhan pembinaan atau kebutuhan belajar narapidana. Tidak setiap narapidana mempunyai kebutuhan belajar yang sama, minat belajar yang sama. Semua sangat tergantung dari pribadi narapidana sendiri, dan fasilitas pembinaan yang dimiliki oleh Rumah Tahanan/Rutan setempat. Seringkali seorang narapidana tidak tahu apa kebutuhan pembinaan bagi dirinya atau kebutuhan belajarnya. Hal ini disebabkan narapidana tersebut tidak tahu dan tidak mengenal diri sendiri.
Kesuksesan dalam membina narapidana terletak kepada kunci para pembina untuk mengenalkan narapidana dengan diri sendiri. Tanpa mengenal diri sendiri, tidak mungkin seorang narapidana tahu kebutuhan belajarnya, kebutuhan pembinaannya dan tidak tahu arah dari perubahan diri sendiri akan tertuju. Dengan mengenal diri sendiri, seorang narapidana akan mampu menentukan tujuan hidupnya, akan mampu menentukan arah perubahan hidupnya. Penentuan arah perubahan diri, akan menentukan kebutuhan belajar, kebutuhan pembinaan. Kebutuhan pembinaan, kebutuhan belajar, akan mampu menentukan skala prioritas terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kebutuhan belajar, kebutuhan pembinaan yang sangat mendesak untuk dilakukan dan mana kebutuhan belajar atau pembinaan yang belum mendesak untuk dilakukan.
2.     Pembinaan Perorangan (Individual Treatment)
Pembinaan perorangan diberikan kepada narapidana secara perorangan oleh petugas pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah sendiri-sendiri, tetapi dapat dibina dalam kelompok bersama dan penanganannya secara sendiri-sendiri. Seperti halnya dalam pendidikan di sekolah taman kanak-kanak, seorang guru taman kanak-kanak akan menggunakan pembinaan terhadap anak didik, secara kelompok, tetapi juga secara, perorangan. Hal ini disebabkan tingkat kematangan setiap anak didik tidak sama. Demikian pula dalam pembinaan di Rumah Tahanan/ Rutan, tingkat kematangan intelektual, emosi, logika, dari tiap-tiap narapidana tidaklah sama. Ketidaksamaan ini menuntut diterapkannya pembinaan secara perorangan.
Dalam pembinaan narapidana, pembinaan perorangan sering tidak atau kurang diperhatikan oleh para pembina. Para pembina lebih suka mengadakan pembinaan secara kelompok, karena pembinaan secara kelompok dianggap dan dirasa lebih cepat penyajiannya dan lebih mudah penyampaiannya. Padahal dari segi keefektifan dan keefisienan pembinaan, pembinaan secara perorangan akan jauh lebih mengena.
Narapidana secara, umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Rumah Tahanan/Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri. Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.
Pembinaan secara perorangan akan banyak bermanfaat jika narapidana juga mempunyai kemauan untuk merubah dirinya sendiri. Tanpa kemauan untuk merubah diri sendiri, akan sulit dicapai hasil pembinaan yang maksimal. Sekalipun kemauan untuk merubah diri sendiri dapat timbul bare setelah dilakukan pembinaan secara perorangan, tetapi hal itu akan membantu narapidana untuk mampu melakukan perubahan bagi diri sendiri.
Pembinaan secara individual terhadap narapidana dapat dilakukan oleh para Pembina, baik para Pembina dari Rumah Tahanan/Rutan, atau para Pembina dari luar, yaitu Pembina keagamaan, kelompok masyarakat, atau Lembaga Swadaya masyarakat. Pembinaan dari luar diri sendiri, dapat merupakan pembinaan yang berasal atau yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan narapidana, atau pembinaan dari luar yang dianggap oleh Pembina perlu dilakukan. Pembinaan dari luar dapat berupa, pembinaan secara umum, artinya materinya adalah materi umum, seperti Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Kesadaran hukum, Etika, Agama dan lain sebagainya. Sedang pembinaan secara khusus dapat berupa konsultasi pribadi, psikologi, pembinaan hukum, etika, pendidikan keahlian dan lain sebagainya.
Pembinaan dari luar diri sendiri, biasanya didasari atas analisa dari data pribadi seorang narapidana, yang mengharuskan seorang narapidana mendapat pembinaan yang telah ditentukan oleh Pembina. Jadi kebutuhan pembinaan ditentukan oleh Pembina. Dapat terjadi bahwa narapidana tidak merasa membutuhkan jenis pembinaan itu, tetapi karena berdasar evaluasi ia harus mendapatkan pembinaan, maka ia harus menerimanya. Di sini dituntut keahlian Pembina untuk menyampaikan materi pembinaan secara baik dan menarik bagi narapidana, sehingga akan menghasilkan pembinaan sesuai yang diharapkan. 
Dalam pembinaan secara kelompok, peran kelompok harus tetap dilibatkan, baik secara individual maupun secara kelompok. Jadi bukan hanya pembina saja yang aktif, yang dibina juga harus aktif. Narapidana yang pasif harus ditumbuhkan, sehingga ikut aktif dan berpartisipasi dalam pembinaan. Materi pembinaan tidak harus datang dari pembina, tetapi dapat juga datang dari narapidana, atau materi pembinaan yang menjadi kesepakatan bersama.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan adalah untuk memperbaiki tingkah laku narapidana residivis. 
Secara garis besar program pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian yang diberikan di Rumah Tahanan disesuaikan dengan hobby dan bakat masing-masing dari warga binaan. Pembinaan kepribadian dan kemandirian dilakukan secara berkelompok maupun secara perorangan. 
BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Residivis
Pidana atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis.
              Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal.
Faktor-faktor Pemicu Tindakan Kriminal dan Kekerasan Ada beberapa hal yang mempengaruhi para pelaku dalam melakukan tindakan kriminali dan kekerasan. Faktor ekonomi mungkin yang paling berpengaruh dalam terjadi tindakan kriminal dan keadaan ini akan semakin parah pada saat tertentu seperti misalnya pada Bulan Puasa (Ramadhan) yang akan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pada saat ini kebutuhan masyarakat akan menjadi sangat tinggi baik primer maupun skunder dan sebagian orang lain mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutahannya dengan melakukan tindakan kriminal dan bahkan disertai dengan tindakan kekerasan. Dan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan kriminal dan kekerasan antara lain sebagai berikut: Pertentangan dan persaingan kebudayaan Hal ini dapat memicu suatu tindakan kriminal yang mengacu pada kekerasan bermotif SARA (Suku, Agama, Ras, Aliran) 
Kepadatan dan komposisi penduduk Seperti yang terjadi di kota Jakarta, karena kepadatan dan komposisi penduk yang sangat padat dan sangat padat di suatu tempat mengakibatkan meningkatnya daya saing, tingkat strees, dan lain sebagianya yang berpotensi mengakibatkan seseorang atau kelompok untuk berbuat tindakan kriminal dan kekerasan. 
Perbedaan distribusi kebudayaan Distribusi kebudayaan dari luar tidak selalu berdampak positif bila diterapkan pada suatu daerah atau negara. Sebagai contoh budaya orang barat yang menggunakan busana yang mini para kaum wanita, hal ini akan menggundang untuk melakukan tindakan kriminal dan kekerasan seperti pemerkosaan dan perampokan. 
Mentalitas yang labil Seseorang yang memiliki mentalitas yang labil pasti akan mempunyai jalan pikiran yang singkat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Layaknya seorang preman jika ingin memenuhi kebutahannnya mungkin dia hanya akan menggunakan cara yang mudah, seperti meminta pungutan liar, pemerasan dan lain sebagainya.
Tingkat penganguran yang tinggi dikarenakan tingkat penganguran yang tinggi maka pendapatan pada suatu daerah sangat rendah dan tidak merata. Hal ini sangat memicu seseorang atau kelompok untuk melakukan jalan pintas dalam memenuhi kebutahannya dan mungkin dengan cara melakukan tindak kriminal dan kekerasan. Namun selain faktor-faktor di atas tindakan kriminal dan kekerasan dapat terjadi jika ada niat dan kesempatan. Maka tindak kriminal dan kekerasan dapat dilakukan oleh siapa, tidak hanya oleh preman atau perampok, bahkan dapat dilakukan oleh orang yang paling dekat bahkan orang yang paling dipercaya. Dampak dari tindakan kriminal dan Kekerasan setiap perbuatan pasti memiliki dampak dari perbuatannya. Termasuk juga dalam tindakan kriminal dan kekerasan yang pasti akan berdampak negatif seperti : 

1. Merugikan pihak lain baik material maupun non material 

2. Merugikan masyarakat secara keseluruhan
3. Merugikan Negara
4. Menggangu stabilitas keamanan masyarakat.
5. Mangakibatkan trauma kepada para korban
Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut:
1. Pelakunya adalah orang yang sama.
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim
3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya.
4. Pengulangan terjadi dlam waktu tertentu
Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan (Pasal 393).
Adapun syarat pemberatan pidana mengenai masalah resedivis di dalam KUHP telah diatur sebagai berikut:
1. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindakan-tindakan  pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat menjadi pengulangannya. Tindak pidana tersebut disebutkan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. 

2. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387 dan 388 itu, KUHP juga menentukan tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Misalnya dalam Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 485 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3).

Perlu ditegaskan bahwa unsur melakukan kejahatan yang sama inilah yang menyebabkan pemberatan pidana. Setiap orang di pidana dan telah menjalani hukuman kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lain. Tetapi pengulangan dalam hukum pidana yang merupakan dasar pemberatan pidana ini tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana merupakan penjamin apabila dipergunakan secara hemat, cermat, dan manusiawi. Sementara sebaliknya, bisa merupakan ancaman jika digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Faktanya, banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi terhadap para terpidana. Konsep Lembaga Pemasyarakatan pada level empirisnya, sesungguhnya tidak ada bedanya dengan penjara. Bahkan ada tudingan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sekolah kejahatan. Sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan residivis.
Dalam KUHP Indonesia tidak dikenal aturan umum tentang pengulangan kejahatan. Namun hanya disebutkan sekumpulan perbuatan tindak pidana yang bisa menimbulkan pengulangan kejahatan. Aturan tentang pengulangan kejahatan tidaklah dibicarakan dalam Buku Pertama yang berisi tentang aturan umum, tetapi diletakkan di bagian penutup Buku kedua, tepatnya pada Pasal 486, 487, dan 488 yang berisi penyebutan beberapa macam tindak pidana  yang menimbulkan pengulangan kejahatan.
Dalam Hukum Islam telah disepakati bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut, tetapi jika pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dapat diperberat. Apabila ia terus mengulangi tindak pidana tersebut, ia dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Kewenangan untuk menentukan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi tindak pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Contohnya, perbuatan liwat (homoseksual) bagi yang qhair muhsan, maka kedua pelaku perbuatan liwat  tersebut harus dijatuhi hukuman yang sama yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut. Jika di kemudian hari kedua orang tersebut kembali mengulangi perbuatan liwat tersebut dan hukuman yang dijatuhkan rupanya tidak bisa memberikan efek jera serta tidak mampu mencegahnya, maka keduanya dapat dijatuhi hukuman mati karena kejinya perbuatan liwat tersebut yang ditakutkan dapat menular kepada orang lain dan merusak moral.  Contoh lainnya adalah tindak pidana pencurian, apabila seseorang selalu mengulangi tindak pencurian, maka ia dapat dijatuhi hukuman seumur hidup atau sampai ia menampakkan tobatnya, Dengan kata lain dampak dari fenomena tindakan kriminal dan kekerasan ini adalah mengakibatkan kersahaan dimasyarakat dan peran penegak hukum seperti polisi akan sangat diandalkan untuk menangulanginya, namun peran masyarakat juga akan sangat membantu para polisi dalam menangulangi seperti memberikan informasi dan pengamanan lingkungan sekitarnya dengan melakukan siskamling (sistem keamanan lingkungan) yang terintregasi dengan tokoh masyarakat dan polisi.
B. Bentuk Pembinaan Terhadap Residivis yang diberlakukan di Rumah Tahanan Klas IIA Samarinda

Jika melihat perkembangan penologi saat ini sudah ada pemikiran bahwa melakukan penghukuman tidak harus di dalam lembaga permasyarakatan. Akan tetapi penghukumannya di dalam masyarakat itu sendiri sehingga muncul pidana alternatif dengan cara bekerja sosial atau membayar denda dengan sejumlah uang tertentu kepada Negara.

Dari berbagai kendala dalam pembinaan narapidana, maka upaya- upaya yang dapat dilakukan terhadap narapidana adalah sebagai berikut:
Secara umum, beberapa hambatan yang berhubungan dengan pembinaan narapidana residivis dapat dibagi menjadi:
1. Dana
Dalam mengatasi kendala dana yang kurang, maka harus diupayakan kenaikan anggaran dan mencari pihak lain sebagai pemodal. Biasanya pemodal melatih narapidana ketrampilan dan hasilnya dapat dijual. Keuntungannya biasanya akan dibagi.
2. Sikap/prilaku petugas
Petugas hendaknya berlaku adil kepada seluruh narapidana, tanpa membedakan status sosial, ekonomi dan yang lainnya, sehingga narapidana dapat menerima bentuk pembinaan yang dilakukan oleh petugas.Petugas pemasyarakatan harus terus menerus bertingkah laku baik dan melaksanakan kewajiban mereka sedemikian rupa untuk memberi teladan kepada narapidana dan membangkitkan penghormatan mereka.
3. Sarana/prasarana di Rumah Tahanan
Hendaknya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaan bagi residivis dan narapidana di Rutan segera dilengkapi. Pemenuhan sarana dan prasarana
4. Narapidana
Dalam kegiatan pengenalan lingkungan bagi narapidana yang baru masuk ke Rumah Tahanan, yang pada saat itu diberikan pengenalan fisik lingkungan, juga seyogyanya diberikan pengenalan atas peraturan-peraturan yang eksis dalam lembaga, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh narapidana, juga tentang hak dan kewajiban narapidana.
Bila dalam instrumen internasional, informasi-informasi tersebut wajib diberikan oleh pejabat lembaga pemenjaraan, tetapi dalam instrumen nasional pemberian pengenalan lingkungan ini diberikan oleh kepala blok. Kepala blok adalah narapidana, yang biasanya dipilih atas kualifikasi pendeknya sisa masa hukuman dan perilaku patuh "hukum" (sesungguhnya hanya patuh kepada petugas) serta memiliki kewibawaan atas narapidana lain, pihak yang diberikan tanggung jawab oleh petugas yang berwenang dalam lembaga sebagai penyambung lidah petugas, dan menjadi penanggung jawab atas ketertiban dan keamanan di wilayah bloknya yang terdiri atas beberapa kamar dan dihuni oleh sejumlah narapidana.
5. Sumber daya manusia
Kualitas dan bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran maupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Tetapi diperlukan program-program pembinaan yang kreatif dan murah serta mudah untuk dilakukan, sehingga dapat berdampak sebagai pembelajaran yang optimal bagi napi sebagai bekal keterampilannya untuk kelak setelah keluar dari Rutan selain itu hendaknya mengikuti pelatihan yang diadakan khusus bagi petugas agar dapat memberikan materi yang baik pada narapidana.
6. Kesejahteraan petugas
Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas pemasyarakatan di Indonesia memang dibilang masih memprihatinkan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana dan kemampuan untuk memberikan tunjangan bagi petugas pemasyarakatan. Maka imbalan yang diperolehnya menjadi belum seimbang dibandingkan dengan tenaga yang mereka sumbangkan untuk bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah di dalam Rutan. Namun pada dasarnya faktor kesejahteraan petugas ini jangan sampai menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan serta ketertiban di dalam Rutan.
7. Masyarakat dan pihak korban
Pada dasarnya masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap napi, karena masyarakat secara tidak langsung menjadi penentu berhasil tidaknya proses pembinaan di Rutan. Dalam hal pembinaan berupa  program  integrasi,   masih  terdapat  kendala-kendala   seperti   kebanyakan lingkungan  masyarakat  dan  pihak korban tidak  mengizinkan  kepadanya untuk kembali lagi ke masyarakat meskipun hanya sebentar.
Dalam instrumen internasional, secara jelas diatur tentang keberadaan lembaga pengawas yang independen (ombudsman atau oversight committee) atas bekerjanya lembaga-lembaga dan administrasi pemenjaraan, untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini telah bekerja sebagaimana aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga yang independen ini juga memiliki otoritas atas akses yang luas ke dalam lembaga pemenjaraan dan terhadap narapidana. Narapidana pun memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada lembaga. Pengawas yang independen ini secara bebas dan tanpa didengarkan oleh pejabat lembaga pemenjaraan. Tentang lembaga pengawas yang independen ini tidak diatur dalam instrumen nasional.
Dalam hal ini, Hakim Pengawas dan Pengamat menitik beratkan pengawasannya, antara lain apakah narapidana memperoleh remisi, assimilasi, cuti, lepas bersyarat, integrasi, perawatan kesehatan, jika Hakim pengamat berpendapat pembinaan dan perlakuan yang diberikan kepada narapidana kurang baik, ia dapat menyarankan kepada kepala Rumah Tahanan usul-usul perbaikan. Di samping itu, tugas lain yang tidak kalah pentingnya adalah menghindari terjadinya pelanggaran atas hak-hak terpidana. 
Bagi masyarakat, Rumah Tahanan bukan sekedar tempat pembinaan, tetapi wujud dari kekejaman manusia. Sisi buram dari Rumah Tahanan mengharuskan dia berjalan bagaikan kapal tua yang sarat penumpang, yang sewaktu-waktu dapat tenggelam. Untuk menyelamatkannya, mau tidak mau Pemerintah harus memperbaiki infrastruktur penjara, seperti mengganti bangunan lama, menyediakan fasilitas kesehatan, kamar tidur, serta penyediaan tenaga medis, meningkatkan kualitas petugas, dan yang utama lagi adalah peningkatan peran Hakim Pengawas dan Pengamat .
Pengumpulan data-data yang lengkap mengenai diri terdakwa tidak saja akan bermanfaat bagi keperluan pemidanaan, akan tetapi juga bagi keperluan pembinaan dan pengamatan narapidana itu selama dalam Rumah Tahanan dan setelah keluar dari Rumah Tahanan. Dengah hal-ihwal yang lengkap itu Hakim Pengawas dan Pengamat beserta pejabat Rumah Tahanan akan dapat mengarahkan pembinaan dengan lebih tepat lagi. Berdasarkan Undang-undang Hukum Acara. Pidana No. 8 Tahun 1981 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 itu hakim. mendapat "tambahan". tugas untuk melakukan peng-awasan dan pengamatan. Pasal 277 mengatur:

1. Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
2. Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun. Pengamatan yang ditugaskan kepada hakim itu tidak hanya terhadap narapidana yang berada dalam Rumah Tahanan, akan tetapi diperluas sehingga meliputi narapidana setelah selesai menjalani pidananya. Pasal 280 KUHAP mengatur: 1 Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guns memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Hakim pengawas clan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Rumah Tahanan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat , (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
4. Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.
Suatu hal baru lainnya yang terkandung dalam Pasal 280 ayat 2 ialah kewajiban yang dibebankan kepada hakim untuk mengadakan penelitian dan selanjutnya memberikan saran-saran kepada, ketua pengadilan negeri mengenai pemidanaan. Di sini hakim, pengawas dan pengamat mempunyai peranan penting karena selain turut berkecimpung dalam cara-cara, pembinaan dan pengamatan narapidana, juga ia dapat membantu memperbaiki " sentencing policy" hakim pidana.
Pasal-Pasal dalam KUHAP beserta penjelasannya, tidak mengatur lebih terperinci bagaimanakah pembinaan dan pengamatan narapidana itu harus dilaksanakan. Di dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sepintas lalu dijelaskan bahwa: Hakim yang bertugas khusus tersebut melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana selama menjalani pidana penjara/kurungan dalam Rumah Tahanan yang bersangkutan sebagai pelaksana dari putusan hakim pengadilan negeri tersebut, tentang kelakuan masing— masing maupun tentang perlakuan para petugas pengasuh dari Rumah Tahanan tersebut terhadap diri para narapidana yang dimaksud. Hakim pengawas dan pengamat tersebut ditunjuk untuk waktu dua tahun.
Dengan ikut campurnya Hakim dalam pengawasan yang dimaksud, maka selain Hakim akan dapat mengetahui sampai di mana putusan pengadilan itu tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana masing-masing yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan pada umumnya. "
Setiap tahun ribuan narapidana dilepas dari Rumah Tahanan karena telah selesai menjalani masa pidananya, atau dilepas bersyarat sebelum masa pidananya berakhir. Untuk dapat mengetahui berhasil atau tidaknya pembinaan selama di dalam, Rumah Tahanan, dapat dilihat persentase residivis (rate of recidivism). Jika persentase residivis kecil maka dapatlah dikatakan bahwa program pembinaan yang telah dilakukan cukup berhasil. Namun sebaliknya apabila persentase residivis besar maka program pembinaan dianggap kurang berhasil.
Masalah yang diatur dalam Pasal 280 ayat (3) menentukan bahwa pengamatan terhadap narapidana setelah selesai menjalani pidananya merupakan ketentuan baru yang tidak diatur dalam KUHP maupun HIR dahulu. Ketentuan mengenai pengawasan narapidana di luar Rumah Tahanan sebelum masa pidana berakhir yaitu dalam hal diberikan pelepasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 s/d 17 KUHP. Pasal 15 menentukan:
a. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
b. Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa, percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang baru, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Di dalam Pasal 15 KUHP itu, diatur dengan jelas masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama, masa percobaan, sedangkan di dalam Pasal 280 (3) hal-hal tersebut tidak diatur.
Sehubungan dengan prosentase residivis yang cukup tinggi di beberapa wilayah hukum, kiranya hal itu perlu mendapat perhatian yang lebih khusus lagi dari hakim yang menjatuhkan pidana maupun hakim pengawas dan pengamat. Selain daripada itu penggunaan pelepasan bersyarat seperti yang diatur dalam Pasal 15/KUHP sebaiknya dilaksanakan dengan lebih hati-hati lagi.
Sehubungan dengan gagasan pemasyarakatan bagi narapidana di Indonesia maka dalam rangka pembinaan, dimana diinstruksikan agar dalam membina para tunawarga perlu diperhatikan pendapat dan penjelasan dari pihak Instansi yang bersangkutan seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, POLRI, Kepala Desa, dan lain-lain. 
Sebetulnya keterangan-keterangan yang diperlukan oleh Rumah Tahanan akan dapat dijawab dengan mudah apabila bagi setiap putusan pidana (terutama yang pidananya lebih dari satu tahun) telah diberikan data-data atau pertimbangan yang lengkap, yang dengan cepat dapat dilihat dari berkas perkaranya. Untuk pelepasan bersyarat, tentunya diperlukan data-data atau informasi lebih lengkap lagi, karena selain ada perubahan dari tingkah laku dari terpidana selama dalam pembinaan harus dilihat juga faktor-faktor extern lainnya yang positip dan negatip.
Suatu hal lainnya yang harus diperhatikan ialah bahwa keterangan yang diberikan oleh pejabat-pejabat tersebut tidak akan efektif lagi apabila diminta setelah kasus itu lama diselesaikan. Hal ini mungkin terjadi apabila terpidana atau penuntut umum mengajukan banding dan kasasi, yang prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Mengingat waktu yang lama itu dan banyaknya perkara yang serupa yang dihadapi setiap hari, tentu-nya mereka sudah tidak dapat mengingat dengan pasti lagi hal-hal yang berkenaan dengan terpidana tersebut, terlebih lagi apabila hakim atau pejabat yang bersangkutan telah pindah kelain tempat.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A.   Kesimpulan
Dari uraian bab-bab di muka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penyebab terjadinya tindak pidana residivis dalam sistem hukum pidana diIndonesia adalah karena adanya stigmatisasi masyarakat dan kondisi lingkungan areal pemasyarakatan. Stigmatisasi tersebut sebenarnya muncul dari rasa pketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana dikhawatirkan akan mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Penyebab lain adalah dampak dari prisonisasi atau terjadinya penyimpangan sendiri di dalam masyarakat penjara diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan yang merusak di dalam kehidupan para penghuni penjara.
2. Bentuk pembinaan terhadap residivis yang diberlakukan di Rumah Tahanan Klas IIA Samarinda dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu bentuk pembinaan perorangan (pembinaan individual) dan pembinaan kelompok. Pembinaan individual dilakukan lagi dengan dua cara, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan residivis di Rumah Tahanan Klas IIA Samarinda adalah Kalangan internal (birokrasi),kelebihan penghuni (over capacity), lemahnya pengawasan baik pengawasan melekat oleh pejabat internal Rutan dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal Dephukham, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan (gaspas) dan anggaran yang minim Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan residivis di Rumah Tahanan Klas IIA Samarinda dilakukan dengan cara mempermudah birokrasi, mempercepat proses pengeluaran narapidana,
B.  Saran
1. Untuk memudahkan aparat penegak hukum (criminal justice system) seperti Polisi, Kejaksaan, Pengadilan dan Petugas Pemasyarakatan dalam menentukan status residivis seseorang, maka hendaknya diberlakukan sistem database online yang berlaku di seluruh Indonesia. Dengan adanya database online tentang data- data narapidana, maka dapat dilihat apakah seseorang pernah  melakukan kejahatan yang sama di tempat lain.
2. Agar program pembinaan terhadap narapidana berjalan dengan baik, perlu ditingkatkan sumber daya manusia (SDM) petugas pemasyarakatan, sehingga petugas memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan
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